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KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
Nomor : 032 Tahun 2016

Diberikan kepada:
Nama Madrasah = Madrasah Ibridaivah Al Mujtahidin
Alserrsal :JL Tanggul RT 01 No.21
DesafKelurnhan ¢ Kayakah
Kecamatan : Amuntai Sclatan
Kabupaten/Kota ¢ Hulu Sungai Utara
Provinsi : Kalimantan Selatan
Penyelenggara Madrassh : Yayasan Al Mujtahidin Kayakah
Akte Notsris Penvelenggara : Nomor 11 Tahun 2015

Pengesahan Alkte Notans 1 15 Okrober 20015

Dengan Nomor Suatistik Madrasal (NSM):
RERE ’d[xl“o HERE

0 E5) Banjarmasin, 20 September 2016
':;“:q;s\j.'(!‘uentui Agama
4l Prsi Kepala Kantor Wilayuh,
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KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Menimbang

Mengingat

NOMOR £(3 TAHUN 2016
TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH AL MUJTAHIDIN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA FSA

KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan
madrasah vang bermuti, perlu memberikan kesermpatan
masvarakal. melalui organisasi berbadan hukum untuk
menyelenpggarakan satuan pendidikan madrasah  sesuai
dengan standar nasional pendidikan;

bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah
sebageimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
leluh habis;

bahwa madrasah scbagalmens lercantum dalam Lampiran
Keputusan ini teleh memenuhi persyaratan perpanjangan
izin pendirian/operasionsl madrasah;

bahwa berdasarkan pertimbangan schagaimana dimaksud
fdalam huruf “a®, huruf *b" dan huruf “c®, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pemberian Izin
Pendirian Madrasah [btidaivah Al Mujtahidin Kabupaten
Hulu Sungai Utara;

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentzng Sistemn
Pendidikan Nasional (lembaran Negars Repuhblik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasionzal Pendidikan (Lembaren Negara Republik
indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesis Nomor 4496) sehagaimana telan



Memperhatikan

~

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nesional
Pendidikan [Lembaran Negara Republik [ndonesie Tahun
2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5670);

Peraluran Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan  Pendidikan {Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaren
Negara Republik Indenesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 lenlang
Tengelelaan can Penvelenggarsan Pendidikan [Lembsaran
Ncgara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negars Republik ndonesia Nomor
5150) sebagnimana I1elak diababh  dengan  Peraturan
Permeriniah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomer 17 Tahun 2010 lenlang
Pengelolaan dan Denyelenggaraan Pendidikan [Lemberan
Negara Republis Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambanhan Lembaran Negars Republik Indonesia Nomor
5137}

Peraturan Menter! Pendidikar Nasional Nomor 24 Tahun
2007  tentang Standar Samna dan Prasarana Untuk
Sekolan Dasar/Madrasah Ibtidaivah, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawivah, dan Sekolah Menengah
Alas/Madrasah Aliyah;

Peraluran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
2010 tentang Standar Pelayanen Minima! Pendidikan di
Kabupaten/Rota sebagaimana telah  diubah  menjadi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudavaan Nomor 23
Tahun 2013 tentang Perubahan aras Peraturan Menten
Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota,

Peraturan Menterl Agame Nomor 90 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan  Madrasah (Berita Negara
Republik indonesiz Tuhun 2013 Nomor 1382);

Keputusan Jenderal Pendidikan Tsiam Namor 1385 Tahun
2014 tentang Petuniuk Teknis Pendirlan Madraseh Yang
Jiselenggarekan oleh Masvarakar;

Keputusan Jenderal Pendidikan Islamm Nomor 5885 Tahun
2015 Tentang Petunjuk Tekniy Perpanjangan Izin Pendirian
Madrasal, Penerbitun Surat Keputusan Penggant lzin
Pendirian Madrusah Karcna Hilang, dan Penerbitan Sural
Kelerangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

: Rekomendasi  dari  Kepala Kantor Kementerian  Agama
Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 3123/Kk.17.07-
2/PP.00.4/09/2016 Tanggal 19 Sentember 2016,



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETICGA

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN
PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH AL
MUJTAHIDIN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

: Memberikan permEnjEngan izin pendirian/operasionsl

madrasah kepada msdrasah schagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

: Pemberian  fzin operasional schagaimana dimaksud dalam

DIKTUM KESATU dapat dicabut apabila madrusab yang
bersangkutan melakukan  pelanggaran  sesuai  dengan
kelenlusn perdcuran perundang-unduangan.

» Keputusan ini mulal berlako pada tanggal ditctapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 September 2016




LAMPIRAN |

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAILL
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

NOMOR ='“= TAIIUN 206

TENTANG PLEMUOERIAN [ZIN PENDIRIAN/
OPERASIONAL MADRASAH [HTIDAIYAH AL
MUJTALIDIN  KABUPATEN HULU SUNGCAT
UTARA

TENTANG

IDENTITAS MADRASAIl YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

e

-

5

Nama Madrasah

Nomor Statistik Madrasah

Alamat Madrasah

Muadrasah Ibtidaivah Al Mujtahidin

Namy Organisasi Penyelengpara  Yavasan Al Mujtahidin Kayakah

111263080038

JL Tanggul RT 01 No.21

Desa /Kelurahan Ksyakah
Kecamalua Amuntai Selatan
Kabupaten Hulu Sungai Utars
| Provinsi Kalimantan Selatan

- Akle Notaris Organisasi
| Penvelenggara

o

Nomor 11 Tahun 2013

Pengesahan Akte Nolars
Organisasi Penyclenggara

2015

lsx MENKUMI{AM R! Tanggal 15 Oktober

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tangeal 20 Seplember 20106

9. Menten Agama
epala Kantor Wilayah,



